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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPA N

MAJELIS PERIUUSYAWARATAN RAKYAT SEIUENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No. : XXV/lvlpRS/1966

TENTANG 1

PEMBUBARAN PARTAI KOMLINIS INDONESIA. PERN},ATAAN
SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISL:LURUH WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMLINIS
INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUKMENYEBARKAN ATAU IUEI{GE]\,IBANGKAN FAHAIVI ATAU

AJA R AN KOIU LINIS /]\{ ARX IS]\T E.LENINISME

DENGA} RAHIUAT TUHAN YANG I'IAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEI\IENTARA

REPLIBLIK INDO}.IESIA,

Menimbang :

a. Bahwa faham
inti-halcekatnya

atau ajaran Komunisme/rr{arxisme-Leninisme pada
ber[entangan den gan pancasila;

b. Bahwa orang-orang dan golongan-goronga, di Indonesia yang meng-anut faham atau ajaran KomunismeTMar:'iisme-Leninisme, kSusus-nya Partai Komurus Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan RepubrikIndonesia telah nyata-nyata terbukti bLberapa kali bemsaha mero-bohkan kekuasaan pemerintah Republik Indlnesia l,*g ,"r, denganjalan kekerasan;

Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas ter-hadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatanyang menyebarkan ltau mengembangkan faham atal ajaran komu-
nisrne /Mamisme -Le nin ism e ;

e.



Mengingat :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal I ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3)'

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni s?un'

pai 5 Juli 1966.

MEMUTUSKA N:

MenetaPhan :

KETETAPAN TENTA}'IG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS

INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TER'

LARANG oiSpt,URUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDO'

NESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK IVIENYE'

BARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAI\'I ATAU AJARAN
KOMUNISM E /MAR XISME-LEN IN ISIU E.

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden /Panglima

Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar

RevotuJi/Mandataris Majelis Permusyau'aratan Rakyat Sementara.

benrpa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian

orgarrisaiinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organi'

sasi yang seazaslberlindungibernaung dibarvahnya dan pernyataan seba-

gri orgartisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik

Indonesia ba$ partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Ke-

putusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan ke-

bg"t orraan tersebut diatas menjadi Ketetapan IvlPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembang-

kan faham "L, ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala

benttrk dan manifeshsinya, dan penggpnaan segala macaln aparatur

serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran

tenebut, dilarang.

Pasal 3-

Khuzusnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti

pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme

aOr- rangka mengamankan PancasiJa, dapat dilat<ulcan secara terpimpin,

dengnn ke-tenhranl Uatrwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan meng'

adalcan perundang'undangan un hr k p engamanan'
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Pasal 4

Ketentuan-ketentuan diaLas, tidak mempengaruhi landasan dan
sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 5 Juli 1966.
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I(etua,
rtd.

(Dr. A.//. Ahsu tiotr.l

Jenderal 'l'N I .

Wakil Ketua, \\rakil (cLua,
ttd.

(H.il. Subchan Z.E.)

lVakil Ketua,
ttd .

( lrl a s h u d i );, (lv[. Siregar)

I3rig. Jen. TNI

Sesuai dengan aslinS.a
Adrninistrator Sidang Umtrm ke - IV IUPRS

ttd.
(Wilujo puspo Judo)

Ivlay. Jen. T.N.I.

ttd.
(Oso lvlalihi )
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Wakil Ketua,
ttd.
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1.

PENJELASAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYA\\IARATAN RAKYAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. : XXV/MPR.S/I966

Faham atau ajaran Komunisrne-ddlam praktek kehidupan politikdan kenegaraan menjelmakan diri daram kegratan-kegiatan ),angbertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan BangsaIndonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlanclaskarr fairanrgotong royong dan musyawararr untuk muiakat.

Faham atau ajaran Manr yang terkait pada clasar<lasar cla, taktikperjuangan yang diajarkan oreh Lenin, sta.rir. Irrao Tse ],ung danlain'lain, mengandung benth-benih dan 
-unsur-unsur 

yang berLer-tangan dengan falsafah pancasila.

Faham Komunisme/Marxisne-Lerunisme yar)g dianut oleh pKI
dalam kehidupan politik di Indonesia telah t,erbukti menciptakanildim dan situasi yang membahayakan kera,gsungan hidup Ba.,g-sa Indonesia yang berfalsafah pancasila.

Bgrdasarkan pertimbangan tersebut diata-s maka adalair rvajar, bahwatidak diberikan hak hidup bagi Partai Komurls Indo.esra cian bagrkegiatan'kegiatan untuk memperkembangkan dan menl,ebarkanfaham atau ajara' Ko m uni sm e /Marxi sm e -L eni nism e .
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1.

PENJELASAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. : XXV/MPRS/I966

Faham atau ajaran Komunisme ddlam praktek kehiclupan politikdan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegratan-kegiatan yang
bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidulan Bapgsa
Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlanciari 

",, fairanr
gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

Faham atau ajaran Mam yang terkait pada tjasar<iasar dan taktik
perjuangan yang diajarkan oleh Lenir-r, stalur. Irlao Tse I'ung danlain-lain, mengandung benrh-benih dan unsur-ur')srlr yang bertep-
tangan dengan fa_lsafah Pancasila.

Faham Komunisme/Marxisne-Leninisme yang dizurut oleh pKI
dalam kehidupan politik di Indonesia tetan t,erbukti menciptakanikrim dan situasi yang membahayakan kela,gsungan hidup Bar.,g-
sa Indonesia yang berfalsafah pancasila.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah rvajar, bahwa
tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunrs Indopesia dan bagi
kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan da. men'ebarkan
faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninism e.

2.

3.

4.

l1)4


